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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

wilayah utara Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia. Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan yang dibentuk bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 47 

tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang dan resmi 

menjadi Kabupaten sejak tanggal 12 Oktober 1999. 

Kabupaten Nunukan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan 

Nunukan Selatan, secara astronomis terletak pada posisi antara 115°33' 

sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" 

Lintang Utara. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah ± 14.247,50 Km2 

atau 7,06% dari total luas Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah Kabupaten 

Nunukan di sebelah Utara berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur, 

Sabah, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau, dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur, Serawak. 
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Untuk melihat secara jelas, gambar berikut ini memperlihatkan peta 

Kabupaten Nunukan. 

Gambar 4.1 
PETA ADMINISTRASI KABUP A TEN NUNUKAN 

- AllMINISTRASI liJ to. ,al r,CI' 'I 'I""'' rau"'''"' H 1\.4 ,,1 ,, 11'11 A 

-- ---- . ---- . ,.. 
--- ----

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, 2016. 
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Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan di setiap kecamatan dapat 

dilihat pada Tabel4.l. 

Tabel4.1 
JUMLAH PENDUDUK KABUP A TEN NUNUKAN 

MENURUT KECAMA TAN DAN JENIS KELAMIN T AHUN 2015 

NO. KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 Krayan Selatan 1.075 970 2.045 

2 Krayan 3.609 3.126 6.735 

3 Lumbis Ogong 2.667 2.568 5.235 

4 Lumbis 2.573 2.353 4.926 

5 Sembakung Atulai 1.325 1.268 2.593 

6 Sembakung 3.180 2.889 6.069 
I I 

7 Sebuku 6.570 5.467 12.037 

8 Tulin Onsoi 4.541 3.376 7.917 

9 Seimenggaris 5.094 4.079 9.173 

10 Nunukan 32.926 29.432 62.358 

11 Nunukan Selatan 11.149 9.378 20.527 

12 Sebatik Barat 4.183 3.654 7.837 

13 Sebatik 2.493 2.153 4.646 

14 Sebatik Timur 6.387 6.137 12.524 

15 Sebatik T engah 3.876 3.461 7.337 

16 Sebatik Utara 2.869 2.779 5.648 

2015 94.517 83.090 177.607 

JUMLAH 2014 90.529 79.513 170.042 

2013 86.881 75.830 162.711 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2016. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk 

laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. 

Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 53,22% dan 

perempuan sebesar 46,78%. 
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B. Hasil Penelitian 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keija 

yang bekeija pada instansi pemerintah. Hasil pengumpulan data penulis 

melalui dokumentasi pada Badan Kepegawaian dan Diktat Daerah Kabupaten 

Nunukan, bahwa jumlah ASN Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2015 

sebanyak 4.149 orang yang tersebar di 16 kecamatan, seperti yang tertera 

pada beberapa tabel dibawah ini : 

Tabel4.2 
ASN MENURUT GOLONGAN DAN JENTS KELAMIN 2015 

I NO.I GO LONGAN LAKI-LAKI :PEREMPUAN TOTAL 

1 Golongan I 127 1 128 

2 Golongan II 835 566 1.401 

3 Golongan III 1.121 966 2.087 

4 Golongan IV 368 165 533 

2015 2.451 1.698 4.149 

JUMLAH 2014 2.391 1.622 4.013 

2013 2.426 1.632 4.058 

Sumber: Badan Kepegawatan dan Dtklat Daerah Kabupaten Nunukan, 2016. 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa jumlah ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 berjumlah 4.149 orang 

yang terdiri dari 2.451 orang laki-laki atau sebesar 59,01% dan 1.698 orang 

perempuan atau sebesar 40,9%. Jumlah tersebut terbagi dalam Golongan I, II, 

III dan IV, dim ana : 

Golongan I laki-laki berjumlah 127 orang atau 3,06% dari jumlah ASN 

dan Go1ongan I perempuan berjurnlah 1 orang atau 0,02% dari jumlah 

ASN. 
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Golongan II laki-laki berjumlah 835 orang atau 20,13% dari total ASN 

dan Golongan II perempuan beTjumlah 566 orang atau 13,64% dari 

jumlah ASN. 

Golongan III laki-laki beTjumlah 1.121 orang a tau 27,02% dari total ASN 

dan Golongan III perempuan beTjumlah 966 orang atau 23,28% dari 

jumlah ASN. 

Golongan IV laki-laki beTjumlah 368 orang atau 8,87% dari total ASN 

dan Golongan IV perempuan beTjumlah 165 orang atau 3,98% dari 

jumlah ASN. 

Dari data di atas dapat dilihat secara persentase jumlah ASN laki-laki 

dan perempuan yang menduduki Golongan III merupakan kelompok terbesar 

dari seluruh ASN yaitu sebesar 27,02% untuk ASN beTjenis kelamin laki-laki 

dan 23,28% untuk ASN berjenis kelamin perempuan. 

Adapun kondisi ASN berdasarkan eselon adalah sebagaimana 

tercantum pada T abel 4. 3. 
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Tabel 4.3 
ASN MENURUT ESELON DAN JENIS KELAMIN 2015 

NO. ESE LON LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 II. A 1 0 1 

2 II.B 30 1 31 

3 III. A 54 5 59 

4 III.B 85 24 109 

5 IV.A 268 136 405 

6 lV.B 64 43 107 

7 V.A 0 0 0 

ESELON 503 209 712 

NONESELON 1.948 1.489 3.437 

2015 2.451 1.698 4.149 

JUMLAH 2014 2.391 1.622 4.013 

2013 2.426 1.632 4.058 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, 2016. 

Dilihat dari data di atas, berdasarkan eselon dan jenis kelamin, jumlah 

ASN laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural/eselon jika 

dibandingkan dengan ASN perempuan, yaitu sebanyak 503 orang atau 70,6% 

beijenis kelamin laki-laki sedangkan untuk ASN perempuan sebanyak 209 

orang atau 29,4%. Adapun secara detail dapat dirincikan sebagai berikut: 

Pada jabatan Eselon IV.A, laki-laki sebanyak 269 orang atau 37,8% dan 

perempuan sebanyak 136 orang atau 19,1% dari 405 jabatan yang ada, 

Pada jabatan Eselon IV.B, laki-laki sebanyak 64 orang atau 9% dan 

perempuan sebanyak 43 orang atau 6% dari 107 jabatan yang ada, 

Pada jabatan Eselon III.A, laki-laki sebanyak 54 orang atau 7,6% dan 

perempuan sebanyak 5 orang atau 0,7% dari 59 jabatan yang ada, 
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Pada jabatan Eselon III.B, laki-laki sebanyak 85 orang atau 11,9% dan 

perempuan sebanyak 24 orang atau 3,4% dari 109 jabatan yang ada, 

Pada jabatan Eselon II. A, laki-laki sebanyak 1 orang atau 0,1% dan 

perempuan tidak ada yang menduduki jabatan tersebut, 

Pada jabatan Eselon II.B, laki-laki sebanyak 30 orang atau 4,2% dan 

perempuan sebanyak 1 orang atau 0,1% dari 31 jabatan yang ada. 

Selanjutnya, jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel4.4. 

Tabel4.4 
ASN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN 2015 

NO. PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1 S.2 91 56 147 

2 S.1 1.026 830 1.856 

3 D.IV 58 23 81 

4 D.III 170 309 479 

5 D.II 112 113 225 

6 D.I 15 19 34 

7 SLTA 824 346 1.170 

8 SLTP 78 2 80 

9 SD 77 0 77 

2015 2.451 1.698 4.149 

JUMLAH 2014 2.391 1.622 4.013 

2013 2.426 1.632 4.058 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Dtklat Daerah Kabupaten Nunukan, 2016. 

Berdasarkan data di atas, jika diurutkan dari jumlah terbesar ke 

terkecil dilihat dari tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan S.1 

merupakan kelompok terbesar dari seluruh tingkat pendidikan yang ada, 
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dengan jumlah ASN sebanyak 1.856 orang atau sebesar 44,73% sedangkan 

tingkat pendidikan D.I merupakan kelompok terkecil dari seluruh tingkat 

pendidikan yang ada, dengan jurnlah ASN sebanyak 34 orang atau sebesar 

0,82%. Adapun secara detail dapat dirincikan sebagai berikut : 

Pendidikan S.2 sebanyak 147 orang atau 3,54% dari seluruh ASN yang 

terbagi jumlah laki-laki sebanyak 91 atau 2,19% dari jumlah keseluruhan 

dan jumlah perempuan sebanyak 56 atau 1,35% dari jumlah keseluruhan, 

Pendidikan S.l sebanyak 1.856 orang atau 44,73% dari seluruh ASN 

yang terbagi jumlah laki-laki sebanyak 1.026 atau 24,73% dari jumlah 

keseluruhan dan jurnlah perempuan sebanyak 830 atau 20% dari jurnlah 

keseluruhan, 

Pendidikan D.IV sebanyak 81 orang atau 1,95% dari seluruh ASN yang 

terbagi jumlah laki-laki sebanyak 58 atau 1,40% dari jum1ah keseluruhan 

danjumlah perempuan sebanyak 23 atau 0,55% darijumlah keseluruhan, 

Pendidikan D.III sebanyak 479 orang atau 11,54% dari seluruh ASN 

yang terbagi jumlah laki-laki sebanyak 170 atau 4,1% dari jumlah 

keseluruhan dan jumlah perempuan sebanyak 309 atau 7,45% dari 

jumlah keseluruhan, 

Pendidikan D.II sebanyak 225 orang atau 5,42% dari seluruh ASN yang 

terbagijumlah laki-laki sebanyak 112 atau 2,7% darijumlah keseluruhan 

dan jumlah perempuan sebanyak 113 atau 2,72% dari jurnlah 

keseluruhan, 
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Pendidikan D.I sebanyak 34 orang atau 0,82% dari seluruh ASN yang 

terbagi jumlah laki-laki sebanyak 15 atau 0,36% dari jumlah keseluruhan 

dan jumlah perempuan sebanyak 19 atau 0,46% dari jumlah keseluruhan, 

Pendidikan SL T A sebanyak 1.170 orang atau 28,20% dari seluruh ASN 

yang terbagi jumlah laki-laki sebanyak 824 atau 19,86% dari jumlah 

keseluruhan dan jumlah perempuan sebanyak 346 atau 8,34% dari 

jumlah keseluruhan, 

Pendidikan SL TP sebanyak 80 orang atau 1,93% dari seluruh ASN yang 

terbagi jumlah laki-laki sebanyak 78 atau 1,88% dari jumlah keseluruhan 

danjumlah perempuan sebanyak 2 atau 0,05% dari jumlah keseluruhan, 

Pendidikan SD sebanyak 77 orang atau 1,86% dari seluruh ASN yang 

terbagi jumlah laki-laki sebanyak 77 atau 1,86% dari jumlah keseluruhan 

dan jumlah perempuan tidak ada. 

Jumlah ASN tersebut bertugas di beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Tahun 

2011 dan Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan 

dan Kelurahan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, serta Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, 

maka jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan sebanyak 56 (lima 

puluh enam) SKPD, yang terdiri atas: 

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

b. Sekretariat Daerah 
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c. Sekretariat KORPRI 

d. Dinas-Dinas : 

1) Dinas Pendidikan 

2) Dinas Kesehatan 

3) Dinas Pendapatan 

4) Dinas Sosia1, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

7) Dinas Pekerjaan Umum 

8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

9) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 

1 0) Dinas Penge1olaan Keuangan dan A set Daerah 

11) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 

12) Dinas Kelautan dan Perikanan 

13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

14) Din as Pertambangan dan Energi 

15) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran 

e. Lembaga Teknis Daerah 

1) Inspektorat 

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

3) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan De sa 

5) Badan Lingkungan Hidup Daerah 

6) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah 
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7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

8) Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

9) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah 

1 0) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

12) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

13) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

14) Rumah Sakit Umum Daerah 

f. Kecamatan sebanyak 16 wilayah 

g. Kelurahan sebanyak 8 wilayah 

1. Tingkat Disiplin Kerja ASN di Kabupaten Nunukan 

68 

Dalam rangka memberikan gambaran tentang tingkat disiplin kerja di 

Kabupaten Nunukan, peneliti akan menguraikan fenomena-fenomena dari 

kerja ASN diantaranya disiplin waktu, disiplin penggunaan peralatan kantor, 

dan disiplin penggunaan pakaian dinas beserta atributnya berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan maupun tanggapan para responden didalam 

daftar pertanyaan yang penulis sebarkan ke beberapa ASN. Pokok-pokok 

temuan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Disiplin Waktu 

Berkaitan penegakan disiplin jam kerja bagi ASN/PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Nunukan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penegakan Disiplin 

Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati 
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Nunukan Nomor 21 Tahun 2014 ini seperti yang diutarakan oleh Kepala 

Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan sebagai berikut: 

"Peraturan ini dibuat dimaksudkan sebagai petunjuk umum bagi 
pelaksanaan penegakan disiplin jam kerja, khususnya guna 
akselerasi dan optimalisasi dalam upaya penciptaan 
profesionalisme birokrasi pada ASN di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan, dan tujuannya adalah untuk mengubah dan 
membangkitkan kembali upaya ASN dalam meningkatkan efisiensi 
dan kedisiplinan kerja dalam rangka meningkatkan produktifitas 
kinetj anya". 
(Wawancara Jumat, 29 April 2016) 

Prinsip dasar penegakan disiplin jam ketja bagi ASN berdasarkan 

Pasal 2 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2014 adalah: 

a. Keteladanan, yaitu pegawai ASN sebagai abdi negara dan subyek 

kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, hams berperan 

menjadi agen pembaharuan dalam rangka meningkatkan disiplin jam 

kerja. 

b. Nilai luhur budaya, adalah upaya meningkatkan disiplin jam kerja 

dan menegakan disiplin jam ketja perlu diarahkan kepada 

terbentuknya sikap, tingkah laku, kebiasaan, dan budaya, sehingga 

terkristalisasi menjadi nilai-nilai luhur yang menjiwa. 

c. Sistematis berkelanjutan, adalah pembentukan dan pengembangan 

nilai-nilai luhur tentang efisiensi dan disiplin jam ketja perlu 

dilakukan secara terus menerus, sistematis, berencana, bertahap, dan 

berkesinambungan. 

d. Pembentukan dan pengembangan nilai-nilai luhur peningkatan 

disiplin ketja pegawai diterapkan di dalam dan di luar kegiatan 

pemerintahan sehingga membawa dampak kepada meningkatnya 
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kedisiplinan masyarakat secara luas yang akhimya berdampak 

kepada meningkatnya produktifitas masyarakat. 

e. Dilakukan partisipasi penuh pegawai sebagai pelaksana program 

sejak dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, sampai 

dengan evaluasinya, yang kemudian diperluas dengan partisipasi 

komponen yang ada di masyarakat. 

f. Guna menjaga akuntabilitas pelaksanaannya, penegakan disiplin jam 

kerja perlu memperhatikan kebersamaan, keterbukaan, tanggung 

jawab dan konsistensi atas dasar hukum serta nilai-nilai kepatuhan 

sosial yang berkembang dinamis di masyarakat. 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2014 juga mengatur 

tentang ketentuan hari, jam dan apel keija bagi ASN. Hari keija telah 

ditetapkan adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur 

atau libur nasional. Ada pun jam keija dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kerja pada Pukul 07.30 

Wite dan pulang kerja pada Pukul 16.00 Wite; dan 

b. hari Jumat, masuk keija pada Pukul 07.30 Wite dan pulang kerja 

pada Pukul 11.30 Wite. 

Sedangkan untuk apel keija dilaksanakan setiap pagi hari pada hari 

Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 Wite. 

Mekanisme penegakkan disiplin jam kerja pegawai ASN di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan 

Bupati Nunukan Nom or 21 Tahun 2014 dilakukan dengan 

tindakanlkegiatan melaksanakan razia/operasi lapangan dan/atau 
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monitoring pelaksanaan absensi masuk dan pulang kantor. Kegiatan 

penegakkan disiplin keija pegawm ini dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Nunukan dan dalam pelaksanaannya harus 

dilengkapi dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Nunukan sebagai Koordinator Pelaksana Penegakkan Disiplin 

Keija Pegawai. Kegiatan razia para ASN adalah sebagaimana terlihat 

pada Gambar 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. 

Kegiatan razia ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi 

Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Nunukan: 

"Tujuan razia ini adalah menanamkan disiplin PNS. Ini sesuai 
perintah Bupati untuk menegakkan disiplin jam keija. Ada 
beberapa PNS yang kita dapati terlambat masuk kantor dengan 
alasan bangun kesiangan, mengantar anak sekolah, dan lain 
sebagainya. Namun lebih banyak pula pegawai yang tidak berada 
di kantor pada saat jam keija. Kami dapati mereka berada di 
warung makan, di pasar. Itu diluar yang dinas luar". 
(Wawancara Sen in, 9 Mei 2016) 

Gambar 4.2 
PELAKSANAAN RAZIA DISIPLIN JAM KERJA 

DIKANTORBUPATINUNUKAN 
BULAN FEBRUARI 2016 
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Gambar 4.3 
PELAKSANAAN RAZIA DISIPLIN JAM KERJA 

DI KANTOR GABUNGAN DINAS I KABUPATENNUNUKAN 
BULAN FEBRUARI 2016 

Gambar 4.4 
PELAKSANAAN RAZIA DISIPLIN JAM KERJA 

DI W ARUNG MAKAN 
BULAN FEBRUARI 2016 
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Gambar4.5 
PELAKSANAAN RAZIA DISIPLIN JAM KERJA DI PASAR 

BULAN FEBRUARI 2016 
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Tindakan penegakkan disiplin ASN di Kabupaten Nunukan oleh 

Satpol PP ini dilaksanakan secara insidental. Artinya, tidak ada jadwal 

rutin untuk merazia pegawai. Di tahun 2016 ini pelaksanaan razia jam 

kerja ASN barn dilaksanakan satu kali, yaitu pada Bulan Februari 2016. 

Menurut salah satu Komandan Pleton Satpol PP dikemukakan bahwa : 

"Pelaksanaan razia jam ketja PNS dilakukan apabila ada laporan­
laporan dari masyarakat maupun pegawai yang mengetahui adanya 
PNS yang berkeliaran di saat jam ketja. Terns juga kita selalu 
memantau di SKPD-SKPD sekiranya hasil pantauan kami masih 
banyak yang datang terlambat atau keluar kantor saat jam kerja, 
kami akan segera melakukan razia". 
(Wawancara Senin, 9 Mei 2016) 

Razia yang dilakukan secara insidental ini dilaksanakan di sekitar 

pusat perkantoran dan pusat keramaian seperti pasar dan toko-toko. Para 

ASN yang tertangkap saat pelaksanaan razia didata oleh aparat Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai bahan untuk pelaporan 
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kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Nunukan. Rekapan 

hasil pelaksanaan razia ASN yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Nunukan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada 

Tabel4.5 

Tabel4.5 
REKAPAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKKAN DISIPLIN 

ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 
TAHUN 2016 

JMLASN SKPD 
( Bulan Februari 2016 ) 

TERJARING KETERANGAN 
RAZIA 

Dinas Pekerjaan Umum 37 Diluar kant or pada 

Dinas Kesehatan 12 [ saat jam keija (tanpa 

Disosnakertrans 1 keterangan) 

Disperindagkop 2 

Dishutbun 10 

Dinas Pendapatan 4 

DPKAD 2 

BPMPD 3 

Badan Ketahanan Pangan 4 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah 2 

Bagian Umum Setda Kab. Nunukan 11 

Bagian Humas Protokol Setda Kab. Nunukan 4 

Kelurahan Nunukan Barat 2 

DPKAD 1 Terlambat dan tidak 

Dinas Pendapatan 1 mengikuti apel pagi 

Bappeda 3 

Bagian Umum Setda Kab. Nunukan 2 

Bagian Humas Protokol Setda Kab. Nunukan 3 

Sumber: Satpol PP Kabupaten Nunukan, 2016. 
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Berdasarkan data hasil pelaksanaan beberapa raz1a yang telah 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Parnong Praja Kabupaten Nunukan di 

atas selama ini, dapat diketahui bahwa ternyata masih ada saja terdapat 

ASN yang melakukan pelanggaran disiplin jam keija, baik saat datang ke 

kantor maupun saat jam keija berlangsung. 

Terlihat bahwa jumlah ASN yang teijaring razia saat pagi hari 

sejumlah 10 (sepuluh) orang yang terlarnbat masuk kantor dan tidak 

mengikuti apel pagi, dan 94 (sembilan puluh empat) orang tertangkap 

berada di luar kantor saat jam keija tanpa alasan yang diperkenankan. 

Jumlah ASN yang terlarnbat dan tidak mengikuti apel pagi tampak lebih 

sedikit daripada ASN yang tertangkap berada di luar kantor saat jam 

keija. Kondisi ini terjadi dikarenakan saat akan mulai jam keija, ASN 

cenderung akan berusaha untuk datang tepat waktu. Mengingat selama 

ini telah ada kebijakan pemotongan Tunjangan Tarnbahan Penghasilan 

(TTP) berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2014 

yang tercantum pada Pasal 12, bahwa pegawai ASN yang tidak 

mengikuti apel, terlambat masuk kantor atau pulang lebih cepat atau 

tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka kepada yang bersangkutan 

dilakukan pemotongan TTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Indikator pemotongan TTP sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor I Tahun 2015 tentang Tunjangan 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah berdasarkan pelanggaran 

Disiplin Jam Keija, dengan rumusan sebagai berikut: 
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a. melakukan pelanggaran disiplin jam kerja setiap hari selama 1 (satu) 

bulan tidak diberikan TTP; 

b. masuk kerja kurang dari 4 (empat) jam dalam sehari dipotong 4% 

(em pat perseratus) untuk hari Sen in sampai dengan hari Kamis, dan 

masuk kerja kurang dari 2 (dua) jam untuk hari Jurnat dipotong 4% 

(em pat perseratus ); 

c. tidak masuk kerja, TTP dibayarkan setelah dikurangi sebesar 4% 

(empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; 

d. tidak mengikuti ape! dan terlambat masuk kerja sampai dengan 1 

(satu) jam dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah 

dikurangi sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap kali tidak 

mengikuti apel dan terlambat masuk kerja; 

e. terlambat masuk kerja di atas 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja, 

TTP dibayarkan setelah dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus) 

untuk tiap kali terlambat masuk bekerja; 

f. pulang sebelurn waktu jam kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam dari 

ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah dikurangi 1,5% (satu 

koma lima perseratus) untuk tiap kali pulang sebelum waktu jam 

kerja berakhir; dan/atau 

g. pulang sebelum waktu jam kerja berakhir kurang dari 1 (satu) jam 

dari ketentuan jam kerja, TTP dibayarkan setelah dikurangi 1% (satu 

perseratus) untuk tiap kali pulang sebelurn waktu jam kerja berakhir. 
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Apabila PNS melanggar disiplin jam kerja lebih dari 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) hari kerja, maka pemotongan TTP dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. tidak mengikuti apel dan terlambat masuk kerja sampai dengan 

(satu) jam dari ketentuan jam kerja serta pulang sebelum waktu jam 

kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja 

dipotong sebesar 2,5% ( dua koma lima perseratus ); 

b. tidak mengikuti apel dan terlambat masuk kerja sampai dengan 

(satu) jam dari ketentuan jam kerja serta pulang sebelum waktu jam 

kerja berakhir kurang dari 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja 

dipotong sebesar 2% ( dua perseratus ); 

c. terlambat masuk bekerja di atas 1 ( satu) jam dari ketentuan jam kerja 

dan pulang sebelum waktu jam kerja berakhir lebih dari 1 (satu) jam 

dari ketentuanjam kerja dipotong sebesar 3% (tiga perseratus); dan 

d. terlambat masuk bekerja di atas 1 (satu) jam dari ketentuan jam kerja 

dan pulang sebelurn waktu jam kerja berakhir kurang dari 1 (satu) 

jam dari ketentuan jam kerja dipotong sebesar 2,5% ( dua koma lima 

perseratus ). 

Tingkat disiplin Jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan, khususnya saat jam datang dan pulang kerja 

menjadi lebih baik dari sebelumnya sehubungan dengan diberlakukannya 

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tunjangan 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan. ASN yang ada akan berupaya untuk 
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menaati waktu datang dan pulang keija dalam rangka menghindari 

pemotongan terhadap TTP yang akan diberikan kepada masing-masing 

ASN sesuai tingkatnnya. 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Nunukan saat penulis menanyakan apakah masih ada ASN 

yang melanggar ketentuan jam keija dengan diberlakukannya peraturan 

tersebut, sebagai berikut : 

"Memang tetap ada, tetapi itu sudah sangat minimal. Ada satu atau 
dua tidak apel. Sudah menurun, artinya dari absensi yang ada, itu 
sudah bagus. Mungkin sudah 90 persen ikut apel, sudah turun dan 
pulang tepat pada waktunya". 
(Wawancara Selasa, 17 Mei 2016) 

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan juga menegaskan bahwa 

sejak diberlakukannya aturan dimaksud, kedisiplinan PNS di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga ikut meningkat. Dari rekapitulasi 

presensi di setiap SKPD sudah menunjukkan peningkatan kedisiplinan 

cukup baik, tegasnya. 

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan 

juga mengungkapkan bahwa : 

"Ketepatwaktuan untuk jam kerja pagi dan juga jam keija pulang 
dengan aturan yang ada sudah cukup membantu, dalam artian 
pegawai sudah mulai sadar dengan adanya punishment pemotongan 
itu. Namun, adanya Perbup itu, masih juga ada 1 atau 2 orang yang 
masih datang terlambat. Hal itu dikarenakan dari personilnya itu 
sendiri, memang tidak mau atau agak susah untuk diadakan 
pembinaan". (Wawancara Rabu, 27 april2016) 

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan: 

"Peraturan Pemerintah Nom or 53 tahun 2010 itu menekankan 
disiplin itu melalui pertama daftar kehadiran. Memang kadang-
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kadang itu tidak menunjang, artinya walaupun kita menggunakan 
checklock atau absen elektronik, kadang-kadang ya bisa masuk 
pagi checklock kemudian mungkin nggak kerja dan sebagainya, 
sore kembali lagi, checklock lagi". 
(Wawancara kamis, 28 April 2016) 

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada SKPD Sekretariat 

Kabupaten Nunukan. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten 

Nunukan mengungkapkan sebagai berikut: 

"Kalau di Sekretariat Kabupaten fluktuatif, artinya setiap bulan 
akan berbeda grafiknya, apakah dia tinggi dan rendahnya, yang 
jelas tidak seratus persen setiap bulan. Artinya, ada beberapa 
ternan-ternan dari bagian-bagian itu yang terkena pemotongan 
akibat pelanggaran disiplin jam kerja gitu". 
(Wawancara Jumat, 22 April 2016) 

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, disiplin jam keij 

atau ketepatan waktu pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan untuk datang dan mengikuti ape! pagi serta pulang kantor sudah 

berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini lebih 

disebabkan adanya Pasal 12 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 

2014 yang menetapkan bahwa setiap ASN/PNS yang tidak mengikuti 

ape!, terlambat masuk kantor atau pulang lebih cepat atau tidak masuk 

kerja tanpa keterangan, maka kepada yang bersangkutan dilakukan 

pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta Pasal 9 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 

2015 yang menetapkan indikator dari pemotongan TTP. Namun, perlu 

diadakan pembinaan-pembinaan kepada pegawai yang masih sering 

datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja berakhir. 

Permasalahan terkait disiplin jam kerja bagi ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini adalah keberadaan ASN ketika 
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setelah pelaksanaan Apel Pagi sampai dengan waktu istirahat pada siang 

hari sampai dengan menjelang berakhimya jam kelja. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

"Kembali saya tegaskan bahwa jika mengukur disiplin jam kelja 
bagi para ASN saat ini, khususnya ASN di Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Nunukan, secara utuh tidak dapat hanya 
dilihat dari hasil rekam pada mesin absen sidik jari. Karena ada 
juga ASN yang memang malas bekerja, mereka hanya datang pada 
saat hendak Apel Pagi dan selesai apel mereka keluar dari kantor 
entah kemana. Setelah itu mereka akan kembali ketika jam kerja 
akan berakhir. Sampai saat ini tidak saya pungkiri bahwa di kantor 
ini masih ada staf yang demikian. Adapun upaya yang saya lakukan 
adalah menggunakan jenjang jabatan struktural yang ada, dalam hal 
ini meminta keak-tifan dari masing-masing atasan langsung dari 
masing-masing ASN yang berbuat demikian untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan. Selain itu, saya tidak bosan-bosannya 
mengingatkan seluruh ASN yang ada di kantor saya untuk 
meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing. Karena seketat 
apapun peraturan dibuat untuk meningkatkan disiplin kerja, selain 
faktor ekstemal yang ada, semua itu tergantung pada diri masing­
masing ASN". 
(Wawancara Rabu, 27 april2016) 

Berdasarkan uraian tingkat disiplin jam kerja para ASN di atas, 

secara umum masih dapat dikatakan cukup baik, walaupun tidak 

dipungkiri masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin jam 

kerja tersebut, termasuk pelanggaran disiplin jam kelja saat setelah 

pelaksanaan Apel Pagi sampai dengan berakhimya jam kerja. Kondisi 

antara waktu datang dan pulang dari kantor tersebut, sangat tergantung 

dari bagaimana masing-masing Kepala SKPD melakukan pengawasan 

dan pembinaan kepada ASN di SKPD masing-masing. 
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b. Disiplin Penggunaan Peralatan Kantor 

Berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, para ASN di 

setiap SKPD tentu memerlukan fasilitas atau prasarana yang mendukung 

pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas 

keseharian dapat beijalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

setiap SKPD. 

Berdasarkan pengamatan penulis, kepatuhan ASN dalam 

menggunakan peralatan kantor yang ada di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan masih belum cukup baik, dimana masih ditemukan 

adanya penyimpangan penggunaan peralatan kantor. Misalnya saja yang 

terjadi pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Nunukan, diketahui bahwa terdapat beberapa peralatan kantor yang 

sudah rusak, sebagaimana terdata pada pada Tabel4.6. 
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JUMLAH PERALA TAN KANTOR YANG RUSAK BERA T 

P ADA SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH 

82 

BAD AN KESATUAN BANGS A DAN POLITIK KABUP ATEN NUNUKAN 
TAHUN 2015 

NO NAMABARANG 
TAHUN 

PEMBELIAN JUMLAH 

1 Lemari Besi 2006 2 

2 Mesin Genset 2009 1 

3 Lemari Besi 2009 2 

4 Lemari Kaca 2009 2 

5 Televisi 2009 1 

6 Laptop 2009 2 

7 Meja Kerja 2009 4 

8 Kipas Angin 2010 2 

9 Laptop 2011 2 

10 Handy Talkie 2012 4 

11 Laptop 2012 3 

12 Hard Disk 2013 1 

13 Printer 2014 3 

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan, 2016. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa peralatan 

kantor yang ada di SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak 

dipergunakan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh 

perlengkapan kantor yang tidak digunakan dengan baik yaitu Printer. 

Printer tersebut dibeli pada tahun 2014, namun belum sampai satu tahun 

usianya printer tersebut sudah rusak. Begitu pula dengan Laptop yang 

sudah rusak, padahal usia pemakaiannya belum sampai tiga tahun, dan 

seterusnya. Hal ini menunjukkan pegawai di SKPD Badan Kesbangpol 

tidak menjaga peralatan kantomya dengan baik. Oleh karenanya, 
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sesungguhnya seorang ASN juga dituntut mampu untuk dapat 

mengoperasikan, memanfaatkan, serta menjaga fasilitas yang ada dengan 

sebaik -baiknya. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum Badan 

Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan : 

"Penggunaan sarana dan prasarana kantor selama ini masih standar, 
namun memang ada beberapa yang sudah rusak berat, itu karena 
peralatan tersebut digunakan oleh beberapa pegawai secara 
bergantian karena keterbatasan jumlah aset tersebut dan kadang 
dibawa pulang kerumah apabila ada pekerjaan di kantor yang 
belum selesai untuk diselesaikan di rumah". 
(Wawancara Rabu, 27 April 2016) 

Hasil observasi peneliti di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan juga ditemukan adanya peralatan komputer rusak, 

namun segera dilakukan perbaikan demi kelancaran pekerjaan. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

"Alhamdulillah, aset-aset kita terpelihara dengan baik. Namun, 
apapun itu sama aja dimana-mana ya jika ada suatu kendala 
misalnya kerusakan tentunya secepat mungkin kita lakukan 
perbaikan ya agar tidak mengganggu pekerjaan. Kalau untuk 
pemeliharaannya maupun pembukuannya itu sudah jelas, karena 
kan kitajuga ada daftar inventaris barang". 
(Wawancara Kamis, 28 April 2016) 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, sebagai berikut: 

"Aset-aset disini terpelihara dengan baik, digunakan dengan kehati­
hatian dan seefesien mungkin karena disini kan pekerjaannya arus 
kontinue, punya limit semua dan selalu dikejar target. Jadi seluruh 
pegawa1 diberikan aset masing-masing untuk menunJang 
kelancaran tugasnya". 
(Wawancara Jumat, 29 April2016) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tingkat 

disiplin dalam penggunaan peralatan kantor di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan masih cukup baik. Hal ini dilihat dari kehati-hatian 

pegawai dalam menggunakan peralatan kantomya, menjaga dan merawat 

aset agar tetap efektif dan efesien serta waktu pemanfaatannya dapat 

lebih lama dengan nilai ekonomis yang tetap terjaga. Seperti yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada 

Pasal 3 bahwa kewajiban PNS pada angka ke-13 yaitu "menggunakan 

dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya". 

c. Disiplin Penggunaan Pakaian Dinas 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan 

keseragaman ASN sebagaimana dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, 

ditetapkanlah Surat Edaran Bupati Nunukan Nomor 065/38/0RG tentang 

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

Surat Edaran ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan, 

tanggung jawab dan keseragaman ASN dan dimaksudkan sebagai 

petunjuk umum bagi pelaksanaan penegakan disiplin berpakaian kerja 

serta penggunaan atribut-atributnya. 
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Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nunukan tersebut, ditetapkan 

bahwa penggunaan pakaian dinas PNS dilingkungan Pemerintah Daerah 

adalah sebagai berikut : 

a. Hari Senin dan Selasa menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) 

wama khaki. 

b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja wama putih, celana/rok hitam 

atau gelap. 

c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH batik/tenun/pakaian khas 

daerah. 

d. Penggunaan pakaian Linmas digunakan pada saat Peringatan Hari 

Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara. 

e. Pakaian Korpri digunakan pada saat Peringatan Hari Korpri dan/atau 

sesuai ketentuan acara. 

f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan/atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) 

digunakan sesuai ketentuan acara. 

PDH yang telah ditetapkan tersebut harus dikenakan bersamaan 

dengan atribut-atributnya, antara lain lencana korpri, papan nama, nama 

kabupatenlkota, logo kabupatenlkota, serta tanda pengenal. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Organisasi sudah 

mensosialisasikan peraturan tersebut melalui Surat Edaran Bupati 

Nunukan ke SKPD-SKPD tentang keharusan penggunaan pakaian dinas. 

Namun dari hasil observasi di lapangan penulis mendapatkan beberapa 

SKPD yang tidak mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku berikut atribut-atributnya, seperti pada gambar 4.6 di bawah ini. 
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Gambar4.6 
PENYIMP ANGAN PENGGUNAAN A TRIBUT P AKAIAN DIN AS 

Begitupun halnya yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Nunukan. Penulis menemukan banyak pegawai yang tidak 

mengenakan atribut pakaian dinas secara lengkap. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu staf Bidang Pengairan saat penulis 

menanyakan "Mengapa banyak pegawai di DPU tidak mengenakan 

atribut pakaian dinas ?" Staf terse but menjawab : 

"Memang disini banyak yang tidak memakai atribut pakaian dinas, 
itu karena faktor lupa. Tapi ada juga yang enggan memakai atribut 
tersebut karena malas. Karena atributnya juga banyak, jadi repot 
pasangnya". 
(Wawancara Senin, 25 April 2016) 

Kondisi lain yang terjadi pada SKPD Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, pada hari Jumat yang berdasarkan 

ketentuan yang ada semestinya menggunakan pakaian batik, namun 

temyata para ASN menggunakan pakaian olahraga. Hal itu ditanggapi 
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langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan, sebagai berikut: 

"Memang seharusnya pada hari Jumat itu mengenakan batik, tapi 
kadang-kadang kita juga kan mau kerja bakti atau olahraga ya kita 
berpakaian olahraga. Itu dipakai pada saat jam kerja, karena kan 
ada olahraga pagi, masa juga mau ganti kan, atau mau kerja bakti 
ya udah dari pagi pakai itu aja, karena itu kan menyesuaikan aja". 
(Wawancara Kamis, 28 April 2016) 

Sedangkan untuk penggunaan atribut di Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah, Kepala BKDD juga telah memberlakukan sanksi bagi 

PNS yang melanggar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala 

BKDD sebagai berikut : 

"Disini sudah punya sanksi, tidak pakai atribut bayar denda sepuluh 
ribu rupiah. Kebijakan sendiri. Jadi kita buat Kotak Kesadaran, 
kalau pas lupa tidak dipakai denda per satu atributnya sepuluh ribu. 
Memang dengan demikian kemarin ada yang tidak pakai bed dan 
lain sebagainya, namun dengan kondisi begitu jadi kehati-hatian itu 
ada". (Wawancara Kamis, 28 April2016) 

Tempat lainnya, seperti yang terjadi di Gabungan Dinas I, dimana 

setiap hari Jumat secara rutin dilaksanakan senam pagi, sehingga mereka 

tidak mengenakan pakaian batik di hari tersebut. Pakaian batik hanya 

digunakan pada hari Kamis saja. Kondisi ini ditanggapi langsung oleh 

Kepala Bagian Organisasi, sebagai berikut : 

"Sekarang itu kan, dengan perubahan pakaian dinas ini, kami 
belum melihat aturan baku apakah memang olahraga itu 
dilaksanakan di jam kerja atau sebelurn jam kerja. Namun hemat 
kami karena pakaian yang digunakan pada hari Jumat adalah 
pakaian batik, logika berpikimya bahwa pakaian olahraga boleh 
dipergunakan sebelum jam kerja". (Wawancara Jumat, 22 April 
2016) 
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Lain halnya yang dikemukakan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik yang tidak mempermasalahkan penggunaan pakaian dinas 

dan atributnya, sebagai berikut : 

"Bagi saya lebih baik seorang pegawm 1tu hadir dikantor dan 
bekeija walaupun dia menggunakan pakaian yang sepanjang masih 
layak dipandang secara dinas, daripada pakai pakaian dinas tetapi 
tidur di rumah". 
(Wawancara Rabu, 27 April 2016) 

Banyaknya ASN yang tidak mengenakan pakaian dinas sesua1 

dengan ketentuan yang berlaku, begitu pula dengan atribut yang juga 

tidak dipakai melekat pada pakaian dinasnya, hal ini salah satunya 

dikarenakan tidak adanya monitoring atau pelaksanaan penegakkan 

disiplin terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atributnya. 

Pemyataan ini ditanggapi langsung oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Nunukan, sebagai berikut : 

"Memang belum ada pelaksanaan penegakkan disiplin terhadap 
penggunaan pakaian dinas beserta atributnya, karena tidak ada 
Perbupnya. Jika ada Perbup mengenai disiplin penggunaan pakaian 
dinas, tentunya kami sebagai aparat penegak Perda atau Perbup 
akan melaksanakan penegakkan disiplin berpakaian dinas dengan 
cara merazia pegawai-pegawai yang tidak mengenakan pakaian 
dinasnya sesuai dengan ketentuan". 
(Wawancara Jumat, 29 april2016) 

Kondisi yang teijadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan juga, temyata ada beberapa SKPD yang menggunakan pakaian 

dinas yang berbeda dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 2016, diantaranya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pendapatan; Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang 
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menggunakan jenis pakaian tersendiri. Hal ini ditanggapi oleh Kepala 

Bagian Organisasi sebagai berikut : 

"Untuk beberapa dinas instansi memang ada yang berbeda. Nah, ini 
menjadi PR kami sebetulnya. Dinas Perhubungan tidak pemah 
menyampaikan berupa dokumen resmi kepada Organisasi sebagai 
yang mengelola tata laksana di Kabupaten tentang pemanfaatan 
baju putih biru yang sekarang mereka pergunakan. Begitu juga 
dengan Dispenda, kami belum menerima informasi dasar mereka 
memakai pakaian yang berbeda pada lazimnya sebagaimana diatur 
oleh Permendagri Nomor 6 Tahun 2016. Untuk Dinas Kelautan dan 
Perikanan mereka sudah menyampaikan, pakaian biru hanya untuk 
spesifik pengawas dan digunakan pada hari tertentu. Kemudian 
Bencana, dia memang ada aturan resmi dan itu sudah disampaikan 
kepada kami dan Satpol PP itu diatur dengan aturan khusus". 
(WawancaraJumat, 22 Apri12016) 

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa tingkat disiplin 

pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atributnya masih 

rendah. Belum seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Nunukan mematuhi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 6 Tahun 2016 tentang Pakaian 

Dinas. Masih ada beberapa SKPD yang belum menerapkan penggunaan 

pakaian dinas yang sesuai ketentuan yang berlaku. ASN pada beberapa 

SKPD masih ada yang tidak mengenakan atribut pakaian dinas. Selain 

itu, terkait penggunaan pakaian khusus, temyata masih ada beberapa 

SKPD yang tidak menyampaikan dokumen resmi tentang penggunaan 

pakaian dinas yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini 

dapat menyebabkan beberapa hal : 

a. Berkurangnya disiplin ASN, karena salah satu pertimbangan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2016 adalah dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa 

serta motivasi kerja pegawai, bukankah dalam pasal 3 ayat (4) 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 

juga disebutkan bahwa setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Hilangnya identitas ASN dalam melaksanakan tugas, karena dalam 

pakaian dinas selain mempunyai bentuk dan warna tertentu juga 

terdapat atribut-atribut yang dapat menunjukkan identitas ASN, 

seperti nama ASN, lambang Korpri, nama Kabupaten dan lambang 

daerahnya serta tanda pengenal. 

c. Sulitnya melakukan kontrol/pengawasan terhadap ASN, khususnya 

ASN yang suka "keluyuran" di tempat-tempat umum atau tempat 

terlarang bagi ASN di waktu-waktu jam kerja. Dengan pakaian dinas 

yang dikenakannya, seorang ASN sangat mudah dikenal dari 

instansi/dinas mana dia bekerja. 

d. Dapat menghilangkan jiwa korps ASN, yaitu rasa persatuan dan 

kesatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, 

disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS 

(Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil). 

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil temuan dalam penelitian terkait 

tingkat disiplin keija ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

dapat dirangkum sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 
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REKAPITULASI TEMUAN PENELITIAN PADA DIMENSI TINGKAT 

DISIPLIN KERJA ASNDI KABUPATEN NUNUKAN 
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NO FENOMENA PATUH KURANG TIDAK 
PATUH PATUH 

1. Disiplin Waktu ./ 

2. Disiplin Peralatan Kantor ./ 

3. Disiplin Pakaian Dinas ./ 

Berdasarkan rekapitulasi di atas, diketahui bahwa fenomena disiplin 

waktu mendapat tanggapan dari informan dengan kriteria kurang patuh. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin ketja ASN terhadap waktu di 

Kabupaten Nunukan masih rendah. Disiplin ketja ASN ini ditunjukkan 

dengan selalu datang ketja tepat waktu, selalu mengikuti pelaksanaan apel 

pagi, dan pulang kantor tepat pada waktunya, namun di antara waktu datang 

dan pulang kantor banyak didapati ASN yang keluar kantor disaat jam kerja 

tanpa ada keterangan. 

Kemudian, fenomena disiplin peralatan kantor mendapat tanggapan 

dari informan dengan kriteria patuh. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

disiplin kerja ASN di Kabupaten Nunukan juga tinggi. Disiplin kerja ASN ini 

ditunjukkan dengan berhati-hati dalarn menggunakan peralatan kantor dan 

tidak membawa pulang peralatan kantor untuk keperluan pribadi. 

Sedangkan untuk fenomena disiplin penggunaan pakaian dinas 

mendapat tanggapan dari informan dengan kriteria kurang patuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat disiplin ketja ASN di Kabupaten Nunukan masih 

rendah terhadap penggunaan pakaian dinas beserta atribut-atributnya, dimana 
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pegawai masih banyak yang tidak mengenakan pakaian dinas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta tidak menggunakan atribut-atributnya. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi temuan penelitian di atas, maka tingkat 

disiplin keija ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih 

rendah. Seperti yang dikemukakan oleh Soejono ( 1986:67) bahwa : 

"Disiplin yang sejati adalah apabila karyawan datang di kantor 
dengan teratur dan tepat pada waktunya. Apabila mereka berpakaian 
serba baik pada tempat bekeijanya. Apabila mereka menggunakan 
bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila mereka 
menghasilkan jumlah dan kualitas pekeijaan yang memuaskan dan 
mengikuti cara bekeija yang ditentukan oleh kantor atau pemsahaan 
dan apabila mereka menyelesaikan pekerjaan yang sangat tinggi. 
Ukuran ini hams diperhatikan atas pekeijaan sehari-hari". 

Tingkat disiplin aparatur tidak bisa hanya dilihat dari disiplin waktu, 

disiplin penggunaan peralatan kantor maupun disiplin penggunaan pakaian 

dinas beserta atribut-atributnya saja tapi hams diimbangi dengan tugas dan 

fungsi ASN pada era reformasi ini yang mana ASN dituntut harus profesional 

memiliki kinerja yang tinggi salah satunya adalah memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat serta penuh tanggung jawab terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Kineija maksimal dari pegawai menurut 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

terwujud bilamana organisasi dapat mengerahkan dan mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai sehingga pegawai 

mampu bekerja secara optimal. 
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2. Faktor-faktor Penentu Disiplio Kerja ASN 

a. Kemampuan Pegawai Dalam Melaksaoakao Pekerjaao 

Bahwa tujuan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai harus 

sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar pegawai 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

Akan tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuan atau bahkan jauh 

dibawah kemampuannya maka kesungguhan dan kedisiplinan pegawai 

akan rendah. Berikut ini adalah penyataan Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan tentang kemampuan pegawa1 

dalam melaksanakan pekerjaan: 

"Sampai saat ini setiap yang dibetikan perintah itu tidak pemah 
ditolak dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apapun 
pendidikannya, sesuai apa tidak berada disini. Contohnya sekretaris 
sarjananya Teknik Kimia tapi di dalam mengelola administrasi kan 
dia bisa. Jadi apapun yang diperintahkan tetap berjalan cepat dan 
lambat bisa kita tentukan. Kita mau segera ya segera, itu dapat 
di laksanakan". 
(Wawancara Kamis, 28 April2016). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pimpinan dalam hal 

mi Kepala BKDD selalu memberikan perintah atau pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan pegawai sehingga pegawai tersebut mampu 

melaksanakannya dengan baik dan tepat waktu. Berikut pemaparan 

Kasubbag Dokumentasi Bagian Hukum tentang kemampuan pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan : 

"Pelaksanaan tugas pekerjaan sudah berjalan dengan baik, sesuai 
dengan tupoksinya. Kabag juga selalu memberikan arahan-arahan 
dan bimbingan terhadap pegawai, sehingga pegawai-pegawai 
terpacu menyelesaikan pekerjaannya agar selesai tepat pada 
waktunya". 
(Wawancara Jumat, 29 April2016) 
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Dari penyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

tugas pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki oleh ASN sudah berjalan 

dengan baik dan tidak ada masalah yang berarti, namun demikian ASN 

juga harus tetap belajar untuk menambah pengetahuan yang dimiliki, 

untuk menunjang mereka dalam melaksanakan pekeijaan atau tugas yang 

dibebankan oleh atasan. 

b. Keteladanan Pimpinan 

Pemimpin yang baik adalah seorang pem1mpm yang dapat 

memberikan contoh yang baik, termasuk berperilaku disiplin dalam 

segala hal, sehingga dapat menjadi panutan bagi para bawahannya. Oleh 

sebab itu, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa 

memberi contoh kesuksesan yang bisa diraih para bawahannya. Panutan 

ini menjadi penting, mengingat para ASN lebih cenderung melihat 

bagaimana perilaku atasannya sehari-hari. Berikut ini adalah pernyataan 

dari Sekretaris Bakesbangpol : 

"Terkait kedisiplinan pegawai secara keseluruhan yang perlu 
ditekankan adalah pimpinan kepala SKPD maupun jajaran 
struktural yang ada, karena dengan budaya Bangsa Indonesia yang 
cenderung melihat contoh dari atas, maka penegakkan itu 
sebenarnya kuncinya di unsur pimpinan dalam arti jabatan 
struktural. Ketika itu sudah bisa tertata dengan baik, saya berani 
yakinkan staf-staf itu akan mengikuti dengan baik". 
(Wawancara Rabu, 27 April 2016) 

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Nunukan, sebagai berikut: 

"Tingkat daripada manajer-manajer kepala dinas, tingkat kabid, 
mereka harus siap tingkatan manajerial. Bagaimana mereka 
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memanage orang, bagaimana menuntun pegawai, bagaimana 
mereka bisa tingkatkan etos kerja pegawai, bagaimana memberikan 
semangat, bagaimana bisa memberikan punishment, reward. 
Mereka harus menguasai kepemimpinannya, karena mereka yang 
akan menggerakkan sistem ini". 
(Wawancara Jumat, 22 April 2016) 

Salah satu staf di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nunukan menyampaikan masalah teladan pimpinan, sebagai 

berikut: 

"Di sini Kadis kami selalu datang awal, jam tujuh pagi sudah 
sampai di kantor, selalu mengenakan lengkap atribut pakaian dinas, 
menguasai bidang yang dipimpinnya, serta tidak pemah malu 
bertanya kepada bawahan apabila ada hal-hal tertentu yang belum 
dipahami". 
(Wawancara Jumat, 29 Aprii 2016) 

Dari pemyataan diatas dapat kita lihat bahwa keteladanan pimpinan 

berperan penting dalam pelaksanaan kedisiplinan bawahannya. Dengan 

teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut naik. 

Jika teladan pimpinan kurang baik, para bawahan pun akan kurang 

disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh 

dan diteladani oleh bawahannya. 

c. Balas Jasa 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa 

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menetapkan Peraturan Bupati 

Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan 

Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian 
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Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan secara obyektif dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan pegawai berdasarkan beban keija dan tempat/wilayah 

kerja. Pemberian tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan kineija 

dan disiplin jam kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

Pemberian TTP diberikan kepada PNS berdasarkan J abatan 

Struktural, Jabatan Fungsional, Golongan ataupun Jabatan Tertentu 

(Ajudan dan Pelaksana Tugas). Khusus untuk PNS yang diperbantukan 

atau dipekerjakan di Pemerintah Daerah tidak diberikan TTP dari 

Pemerintah Kabupaten Nunukan apabila telah menerima TTP atau yang 

dipersamakan dari instansi induknya. Pemberian TTP kepada PNS tidak 

diberikan apabila melaksanakan Tugas Belajar, menjalani cuti di luar 

tanggungan Negara, menjalani cuti besar, menjalani cuti alasan penting 

lebih dari 14 (em pat bel as) hari kerja, sedang menjalani proses hokum 

yang masa penahanannya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, 

menjalani cuti bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya, tidak lagi 

diperbantukan atau dipekeijakan di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan, dan tidak lagi berstatus sebagai ASN. 

Pemberian TTP diberikan setiap bulan berupa uang setelah 

dikurangi pajak penghasilan dan total indikator pengurangan. Indikator 

pengurangan adalah merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan 
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sebagai syarat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh PNS, yaitu 

sebagai berikut : 

a. PNS pindahan, diberikan TTP sebesar 50% selama 12 ( dua be las) 

bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal Surat 

Pemyataan Melaksanakan Tugas dan diberikan TTP sebesar 1 00% 

setelah yang bersangkutan bekerja di atas 12 ( dua bel as) bulan. 

b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa : 

1) Hukurnan disiplin sedang, berupa penundaan kenaikan gaJI 

berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat 

selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan TTP selama 3 

(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ketetapan hukurnan disiplin 

ditetapkan. 

2) Hukuman disiplin berat, berupa penurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari 

jabatan, tidak diberikan TTP selama 6 (enam) bulan terhitung 

mulai tanggal ketetapan hukuman disiplin ditetapkan. 

c. PNS yang melanggar disiplin jam ketja 

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dan 

besarannya setiap ASN/PNS tidaklah sama. Hal ini ditentukan 

berdasarkan jabatan dan tempat bertugas. Untuk Tahun Anggaran 2016 

telah ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 
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1884'\/17R9/XTT/201S, hesaran TTP yang diberikan kepada PNS 

Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Tabel4.7. 

Tabel 4.8 
BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGA W AI NEGERI SIPIL 
Dl LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPA TEN NUNUKAN 

BERDASARKAN TEMP AT BERTUGAS PER BULAN 

Besaran TTP Berdasarkan Tempat Togas 
(Rp.) 

Wilayah I Wilayah II Wilayah III 
··- ·········-·········-·····------.--·------ ......... --------------········· .. ··········----------· f---······-·····-···-·-···-·········-·· ................. 

Kecamatan 
Kecamatan 

Nonokan, 
Seboko, 

Uraian Nonokan 
Seimenggaris, Kecamatan 

Selatan, 
Sebatik, Sebatik 

Sembakong, Lombis Ogong, 

Barat, Sebatik 
Lombis, Tolin Krayan, dan 

Tengah,Sebatik 
Onsoi, dan Krayan Selatan 

Timor, dan 
Sembakong 

Sebatik Utara 
Atulai 

Sekretaris Daerah (Eselon Ila) 25.000.000 
Asisten Setda (Eselon lib) 16.000.000 
Sekretaris DPRD, Ka Badan, Ka Din as, 15.000.000 
Inspektur, Ka Satpol PP, Staf Ahli Bupati 
(Eselon lib) 
Ka Kantor, Camat, Direktur RSUD, Ka 10.000.000 10.500.000 11.000.000 
Pelaksana BPBD (Eselon Ilia) 
Ka Bag, Sekretaris Badan-Dinas-Inspektorat- 8.400.000 
KPUD (Eselon lila) 
Ka Bid, Sekcam, Sekretaris Satpol PP, Ka 7.300.000 7.800.000 8.300.000 
Bag TU RSUD, Sekretaris KORPRI (Eselon 
IIIb) 
Lurah (Eselon IVa) 5.750.000 

Ka Sub Bag, Ka Sub Bid, Ka Seksi, Ka 5.000.000 5.500.000 6.000.000 
Puskesmas!UPTD, Sekretaris BPBD (Eselon 
IVa) termasuk Pit 
Ka Sub Bag pada Kecamatan., Seklur, Ka 4.500.000 5.000.000 5.500.000 
Seksi pada Kelurahan, Ka TU SMK (Eselon 
lVb) termasuk Pit. 
Ajudan Bupati dan Wakil Bupati 3.500.000 

Non Eselon: 
a. Golongan IV 3.000 000 3.200.000 3.400.000 

b. Golongan III 2 900.000 3.100.000 3.300.000 
C. Golongan II 2.800.000 3.000.000 3.200.000 

d. Golongan I 2.700.000 2.900.000 3.100.000 

Non Eselon Guru/Pengawas!Paramedis 
a. Golongan IV 2.800.000 3.000.000 3.200.000 

b. Golongan III 2.700.000 2.900.000 3.100.000 

C. Golongan II 2.600.000 2.800.000 3.000.000 

d. Golongan I 2.500.000 2.700.000 2.900.000 
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Besaran TTP Berdasarkan Tern pat Tugas 
(Rp.) 

Wilayah I Wilayah II Wilayah III 
.... ·······--·-·········· ............................... ····- ········- ···-·····- ... --- ··-····· .... . 

No. Uraian 

Kecamatan 
Nunukan, 
Nunukan 
Selatan, 

Sebatik, Sebatik 
Barat, Sebatik 

Tengah,Sebatik 
Timur, dan 

Sebatik Utara 

Kecamatan 
Sebuku, 

Seimenggaris, 
Sembakung, 

Lumbis, Tulin 
Onsui, dan 
Sembakung 

Atulai 

Kecamatan 
Lumbis Ogong, 

Krayan,dan 
Krayan Selatan 

13. Auditor Ahli Keuangan, Auditor Ahli 
Kepegawaian dan P2UPD : 
e. Terampil 
f Pertama 
g Muda 
h. Madya 

14. Anal is Kepegawaian!Fungsional Pengadaan 
Barang dan Jasa 
1. Pertama 
J. Muda 
k. Madya 

1 5. Petugas Penyuluh Lapangan (Penyuluh 
Pertanian, Petemakan, Perikanan, Kehutanan) 
L Penyuluh Terampil Pelaksana Pemula 
m. Penyuluh Terampil Pelaksana 
n. Penyuluh Terampil Pelaksana 

Lanjutan!Penyuluh Ahli Pertama 
o. Penyuluh Terampil Penyelia!Penyuluh 

Ahli Muda 
p. Penyuluh Ahli Madya 
q. Penyuluh Ahli Utama 

4400.000 
6.100.000 
7.100.000 
8.100.000 

3.520.000 
5 100 000 
5 950.000 

2 850.000 
2.900.000 
3.050.000 

3 200.000 

3.500.000 
4.000.000 

3 350.000 
3.400.000 
3.550.000 

3.700.000 

4.000.000 
4.500 000 

Sumber: Keputusan Bupat1 Nunukan Nornor 188.45/1289/XIU2015 

Berbicara tentang kebijakan pernberian TTP, umumnya hanya 

tertuju pada jumlah yang dibayarkan kepada pegawai. Apabila jumlah 

TTP telah cukup memadai, berarti sudah cukup layak dan baik. 

Permasalahannya sebenamya tidak sesederhana itu, sebab cukup 

memadai menurut kacamata organisasi, belum tentu dirasakan cukup 

oleh pegawai yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang 

Guru SMP Negeri 3 Nunukan sebagai berikut: 

"TTP yang diberikan untuk guru selama ini saya rasa tidak 
sebanding dengan TTP yang diberikan untuk PNS yang non eselon. 
Walaupun sama-sama golongan Ilia namun TTP yang diberikan 

3.850.000 
3 900.000 
4 050 000 

4.200.000 

4.500.000 
5 000 000 
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jumlahnya tidaklah sama PNS Struktural sejumlah Rp. 2.900.000,­
sementara kami guru lebih rendah sebesar Rp. 2.700.000,-. 
Padahan beban kerja kami lebih berat, mendidik murid-murid 
untuk menjadi pintar dan cerdas. Kami kerja sampai hari Sabtu. 
Tetapi TTP kami lebih kecil dibanding PNS Struktural". 
(Wawancara Kamis, 5 Mei 2016) 

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program di Kantor Camat Tulin Onsoi sebagai berikut: 

"Dengan kondisi letak yang jauh dengan ibukota kabupaten, dan 
akses jalan harus ditempuh melewati sungai serta jalan darat yang 
belum sepenuhnya beraspal, sehingga pada saat musim hujan 
jalanan sangat becek dan licin. Begitupun dengan kebutuhan bahan 
pokok yang jauh lebih mahal, saya rasa TTP yang saya terima 
masih belum sepadan dengan tempat tugas saya di wilayah II". 
(Wawancara Kamis, 5 Mei 2016) 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa TTP 

sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan para ASN. Ada dua hal yang 

perlu diingat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam 

pemberian TTP. Pertama, TTP yang diberikan harus dapat dirasakan adil 

oleh PNS dan kedua, besamya TTP tidak jauh berbeda dengan yang 

diharapkan oleh para ASN. Apabila kedua hal ini dapat terpenuhi, maka 

pegawai akan merasa puas. Kepuasan akan memicu pegawai untuk terns 

meningkatkan disiplin kerjanya, sehingga tujuan orgamsas1 maupun 

kebutuhan pegawai akan tercapai secara bersama. 

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawa1. 

Pimpinan yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil 

terhadap semua bawahannya. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh 

42183.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



101 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Nunukan, sebagai berikut: 

"Kabag kami selalu memberikan pekerjaan kepada semua pegawai 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing, apabila ada yang 
melanggar peraturan, selalu ditegur, tidak pemah pilih kasih dalam 
memberikan sanksi. Siapapun itu yang melanggar pasti ditegur". 
(WawancaraJumat, 29 April2016) 

Pemyataan Kasubbag. Dokumentasi di atas tidak disangkal oleh 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai 

berikut: 

"Sebisa mungkin hindari sikap pilih kasih kepada staf 
dibandingkan dengan staf yang lainnya. Kadang kita harus 
memberikan reward kepada salah seorang staf, namun pastikan itu 
atas dasar kinerja staf tersebut. Tidak memberikan perhatian yang 
istimewa hanya karena kedekatan pribadi". 
(Wawancara Senin, 2 Mei 2016) 

Dengan keadilan yang baik, akan tercipta kedisiplinan yang baik 

pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik supaya kedisiplinan 

pegawai meningkat. 

e. Pengawasan Melekat 

Pengawasan melekat (waskat) diperlukan untuk melihat atau 

mengukur tingkat kedisiplinan ASN dan untuk melihat apakah adanya 

penyimpangan yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah perbaikan 

yang diambil dalam menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan 

tersebut apabila diperlukan. 
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Berikut ini adalah pernyataan Sekretaris Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan tentang pengawasan 

melekat: 

"Kalau saya melakukan pengawasan setiap hari kepada staf-staf 
saya. Saya biasanya keliling, ke sekretariat, ke bidang-bidang, saya 
kontrol semua. Pokoknya ada pegawai yang tidak hadir satu hari, 
dicari kemana". 
(Wawancara Jumat, 29 April 2016) 

Dengan adanya mekanisme pengawasan melekat yang dilakukan 

oleh pimpinan atau atasan langsung dapat mengurangi terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh PNS, dimana pada setiap pelanggaran 

yang dilakukan dapat langsung dikenakan sanksi baik hsan maupun 

tulisan yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pegawai tersebut. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah, sebagai berikut : 

"Waskat itu tugas dari masing-masing Kabid, Kasubid, atau tugas 
dari masing-masing atasan langsungnya. Harusnya memang atasan 
langsungnya yang mengontrol perilaku ataupun pekeijaan 
bawahannya dan segera diberikan sanksi berupa teguran atau 
peringatan apabila bawahannya melanggar peraturan-peraturan 
yang berlaku". 
(Wawancara Kamis, 28 April 2016) 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, bahwa 

pengawasan disiplin keija oleh atasan langsung harus sering dilakukan, 

karena berdasarkan pengamatan peneliti pada saat melakukan observasi 

di lapangan masih banyak para pegawai yang bekeija tidak maksimal dan 

menggunakan peralatan kantornya tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini 
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terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung yang berakibat pada tingkat disiplin ketja pegawai. 

f. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai. Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai. Pendisiplinan 

dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan di masa yang akan datang 

dan mencegah pegawai lain untuk melakukan tindakan yang sama, bukan 

untuk menghukum perbuatan di masa lalu. Data yang diperoleh penulis 

dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan 

diketahui jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel4.9 
JENIS HUKUMAN DISIPLIN 

YANG TELAH DIJATUHKAN TERHADAP PNS 

01 LINGKUNGAN PEMERINT AH KABUPA TEN NUNUKAN 

NO JENIS HUKUMAN DISIPLIN 2013 2014 2015 

1 Teguran lisan 1 - 5 

2 Teguran tertulis 2 1 5 

3 Pernyataan tidak puas secara tertulis 2 - 1 

4 
Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu 

4 
tahun 

- -
5 Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun 7 6 -

6 
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

3 -
selama satu tahun -

7 
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

2 
selama tiga tahun 

I 
- '"I 

L 

8 Pembebasan dari jabatan 2 - -
9 

Pemberhentian dengan hormat tidak atas 
1 1 

permintaan sendiri sebagai PNS -

10 
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

6 -PNS -

TOTAL 30 8 13 
Sumber: BKDD Kabupaten Nunukan, 2016. 

Jenis hukuman disiplin sebagaimana tabel tersebut di atas, 

dijatuhkan terhadap PNS diantaranya karena melakukan pelanggaran 

peraturan kepegawaian, seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, 

melakukan tindak pidana korupsi, menurunkan harkat dan martabat PNS, 

kasus perselingkuhan, tindak pidana narkoba, kasus pelecehan dan tindak 

pidana umurn lainnya. 

Sanksi hukurnan hams ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, 

masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. 

Sanksi hukurnan itu jangan terlalu berat atau ringan supaya hukuman itu 

tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya. Hukuman harus 
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dijatuhkan sesegera mungkin setelah terjadi pelanggaran. Jangan sampai 

terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. 

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Nunukan : 

"Hukuman disiplin langsung kami berikan saat itu juga apabila ada 
pegawai yang melanggamya. Contohnya, apabila ada pegawai yang 
telat ape!, langsung kami kenai hukuman fisik berupa push up 
untuk pegawai laki-laki dan squats jump untuk pegawai wanita. 
Pemberian hukuman itu dilaksanakan setelah ape! selesai". 
(Wawancara Jumat, 29 April2016) 

Di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten 

Nunukan sendiri, tidak ada pemberlakuan sanksi hukuman. Hal ini 

seperti yang dipaparkan oleh Kepala BKDD Kabupaten Nunukan, 

sebagai berikut: 

"Sanksi hukuman, baik itu teguran lisan maupun tertulis untuk 
dilingkup BKDD tidak ada. Karena kami sendiri sudah menyadari 
juga. Pokoknya nda turun satu hari dicari kemana". 
(Wawancara Kamis, 28 April2016) 

Dengan demikian sanksi hukuman berperan penting dalam 

memelihara kedisiplinan pegawm. Karena dengan adanya sanksi 

hukuman, pegawai akan semakin takut untuk melanggar peraturan-

peraturan organisasi. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan 

diterapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan pegawai, 

dengan tujuan hukuman itu tetap mendidik pegawai untuk mengubah 

perilakunya. 
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g. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan berperan penting dalam pelaksanaan disiplin 

para bawahannya. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman serta peraturan yang telah ditentukan. Pimpinan yang berani 

bertindak tegas menerapkan hukuman pegawai indisipliner akan disegani 

dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan. 

Berikut ini adalah pemaparan dari Sekretaris Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, sebagai berikut : 

"Sejauh ini kami sudah bertindak tegas terhadap pegawai yang 
melanggar peraturan, yang sudah kami laksanakan ada beberapa 
staf kami yang mendapatkan teguran lisan maupun tertulis. 
Alhamdulillah, setelah itujuga ada perubahan". 
(Wawancara Kamis, 27 April 2016) 

Masalah ketegasan ini juga dikemukakan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai berikut: 

"Khusus untuk pegawai memang yang tidak bisa ditolerir, maka 
kita tidak boleh main-main dengan sanksi, kita harus memberikan 
sanksi yang tegas". 
(Wawancara J umat, 29 April 20 16) 

Dari hasil beberapa wawancara di atas menunjukkan bahwa 

ketegasan pimpinan atau atasan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Pemimpin yang tegas dapat 

memberi contoh atau teladan kepada bawahannya baik dalam bekerja 

maupun disiplin dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 
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h. Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan juga memegang peranan penting dalam 

kedisiplinan kerja. Pegawai harus saling berinteraksi dengan pegawai 

yang lainnya sehingga terbentuk kerjasama. Untuk membentuk suatu 

kerjasama yang baik jelas perlu adanya hubungan yang baik antara 

unsur-unsur yang ada di dalam organisasi tersebut, baik secara formal 

maupun informal. Hubungan kemanusiaan tersebut meliputi hubungan 

secara vertikal, yaitu antara pegawai dengan atasan dan secara horisontal, 

yaitu antara sesama pegawai. 

Mampu berkomunukasi dengan baik, dapat menjadi pendengar 

yang baik, dan dapat menjaga hubungan baik pada semua bawahan, 

sebisa mungkin komunukasi tidak hanya sebatas urusan pekerjaan, tapi 

sekali-kali bertanya soal keluarga bawahan, sehingga bawahan merasa 

lebih diperhatikan. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan tentang hubungan kemanusiaan, 

sebagai berikut : 

"Kami punya hubungan kemanusiaan atau komunikasi 
sebagaimana biasanya berjalan. Saling koordinasi, saling bantu­
membantu, kemudian kami selain itu kami ada perkumpulan setiap 
bulan melakukan arisan dan yasinan. Jadi, dihadiri oleh semua 
keluarga, diluar jam kerja, hari Sabtu atau Minggu setiap bulannya. 
Jadi, komunikasi kami lancar, baik antara atasan bawahan maupun 
antar sesama pegawai". 
(Wawancara Kamis, 28 April2016) 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kasubbag. Dokurnentasi 

Bagian Hukurn Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, sebagai berikut: 
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"Hubungan tali silaturahmi disini telah terjalin dengan baik antar 
pegawai, baik da1am satu ruangan atau sub bagian maupun dengan 
sub bagian lain. Begitu juga hubungan dengan atasan, juga terjalin 
dengan baik. Selalu berkomunikasi baik melalui rapat staf maupun 
hanya sekedar ngobrol-ngobrol". 
(Wawancara Jumat, 29 April 2016) 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa hubungan 

antara sesama pegawai maupun hubungan antara pegawai dengan atasan 

yang terjalin dengan baik akan menimbulkan saling pengertian dan 

kenyamanan dalam bekerja. Jika pegawai sudah menyukai pekerjaannya 

dan merasa nyaman bekerja di suatu instansi, ia akan mengerjakan 

tugasnya dengan baik, sehingga otomatis disiplin kerjanya pun akan baik 

pula. 

Rekapitulasi temuan penelitian hasil keseluruhan pengumpulan 

data terkait dimensi Faktor-faktor Penentu Disiplin Kerja ASN adalah 

sebagaimana tercantu pada Tabel 4.8. 
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PADA DIMENSI FAKTOR-FAKTOR PENENTU DISIPLIN KERJA ASN 

NO FEN OMENA FAKTOR BUKAN 
PENENTU FAKTOR 

PENENTU 

1. Kemampuan pegawat dalam F aktor penentu 
melaksanakan pekerjaan 

2. Keteladanan pimpinan F aktor penentu 

3. Balas jasa F aktor penentu 

4. Keadilan F aktor penentu 

5. Pengawasan melekat F aktor penentu 

6. I Sanksi hukuman F aktor penentu 

7. Ketegasan F aktor penentu 

8. Hubungan kemanusiaan F aktor penentu 

Dari tabel di atas diketahui tanggapan dari informan bahwa fenomena 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, keteladanan pimpinan, 

balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan dan 

hubungan manusia adalah merupakan faktor penentu disiplin keija ASN. 

Dalam suatu organisasi seringkali hanya menuntut disiplin kerja yang tinggi 

pada para pegawai, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Padahal faktor mendasar dalam menunjang disiplin keija hams diperhatikan 

juga demi meningkatnya kinerja pegawai. 
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C. Pembahasan 

Untuk membahas tentang Analisis Faktor-faktor Penentu disiplin 

Keija Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nunukan, peneliti akan melihat 

dari fenomena faktor penentu disiplin yang terdiri dari kemampuan pegawai, 

keteladanan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi 

hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan, yang penulis ambil 

berdasarkan teori Malayu Hasibuan. 

1. Faktor Kemampuan Pegawai 

Hasibuan menyatakan bahwa kemampuan pegawai merupakan 

suatu hal yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Jika pekeijaan yang 

diberikan oleh atasan diluar kemampuan pegawai atau jauh dibawah 

kemampuannya maka kesungguhan dan kedisiplinan pegawai rendah. 

Hal ini berarti bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus 

sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar dia bekelja 

sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

Temuan dilapangan menunjukkan pekerjaan yang diberikan atasan 

sudah sesuai dengan kemampuan pegawai, ini dipertegas dari hasil 

wawancara dengan Kepala BKDD Kabupaten Nunukan yang 

mengatakan bahwa "Setiap yang diberikan perintah itu tidak pemah 

ditolak dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya". Hal tersebut 

juga dipertegas oleh Kasubbag Dokumentasi pada saat melaksanakan 

wawancara yang mengatakan bahwa "Kabag selalu memberikan arahan 

dan bimbingan kepada pegawat, sehingga pegawat terpacu 

menyelesaikan pekeijaannya agar selesai tepat pada waktunya". 
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Namun begitu, masih ada pula faktor penghambat dari kemampuan 

pegawai, yaitu masih banyaknya ASN yang belum mengikuti bimbingan 

teknis ataupun mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya, sehingga kemampuan mengerjakan pekerjaan 

belum maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran di setiap 

SKPD untuk mengikut sertakan pegawainya mengikuti bimtek ataupun 

diklat. Melihat hal tersebut di atas peran serta Badan Kepegawaian dan 

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sangat diharapkan untuk 

menjembatani ASN yang belum pemah mengikuti bimtek ataupun diklat, 

agar kemampuan pegawai meningkat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

2. Faktor Keteladanan Pimpinan 

Kedisiplinan ASN harus ditunjang dengan keteladanan pimpinan, 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut 

baik. Jika teladan pimpinan kurang (kurang berdisiplin), para bawahan 

pun akan kurang disiplin. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan 

bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus 

menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani bawahannya. 

Di beberapa SKPD masih ada pimpinan yang memberikan teladan 

tidak baik kepada bawahannya. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara 

dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Nunukan yang mengatakan bahwa "Terkait kedisiplinan pegawai yang 

perlu ditekankan adalah pimpinan SKPD. Ketika itu sudah bisa tertata 

dengan baik, saya yakinkan staf-staf itu akan mengikuti dengan baik". 
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Dari pandangan di atas terlihat sangat jelas bahwa penegakkan 

disiplin pegawai kuncinya di unsur pimpinan. Jika pimpinan pimpinan 

memberikan teladan yang baik maka disiplin kerja bawahanpun akan ikut 

baik. 

3. Faktor Balas Jasa 

Hasibuan menyatakan bahwa dengan pemberian balas jasa yang 

cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan 

menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Di 

Kabupaten Nunukan selain mendapatkan gaji, ASN juga mendapatkan 

Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang diberikan oieh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Besaran TTP diberikan berdasarkan tempat ASN 

itu bertugas. Apabila jumlah TTP telah cukup memadai, berarti sudah 

cukup layak dan baik. 

Namun temuan dilapangan menunjukkan bahwa faktor balas jasa 

tidak betjalan dengan apa yang diharapkan ASN, sebab cukup memadai 

menurut kacamata organisasi, belum tentu dirasakan cukup oleh ASN 

yang bersangkutan. Ini dipertegas dari basil wawancara dengan salah 

seorang Guru SMP Negeri 3 Nunukan yang mengatakan bahwa 

"Walaupun sama-sama golongan III/a namun TTP yang diberikan 

jumlahnya tidaklah sama PNS Struktural padahal beban kerja kami lebih 

berat, mendidik murid-murid untuk menjadi pintar dan cerdas. Kami 

ketja sampai hari Sabtu, namun TTP kami lebih kecil dibanding PNS 

S truktural ". 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program Kantor Kecamatan Tulin Onsoi yang mengatakan bahwa 

"Dengan kondisi letak yang jauh dengan ibukota kabupaten dan akses 

jalan harus ditempuh me1ewati sungai serta ja1an darat yang belum 

sepenuhnya beraspal. Begitupun dengan kebutuhan bahan pokok yang 

jauh lebih maha1, saya rasa TTP yang saya terima masih belum sepadan 

dengan tempat tugas saya". 

Berdasarkan temuan lapangan di atas, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan harus membenahi u1ang kebijakan pemberian TTP 

berdasarkan tempat bertugas tersebut. Pertama, TTP yang diberikan 

harus dapat dirasakan adil o1eh ASN dan kedua, besamya TTP tidak jauh 

berbeda dengan yang diharapkan o1eh para ASN. 

4. Faktor Keadilan 

Keadi1an ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan ASN, karena 

ego dan sifat manusia yang se1alu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Pimpinan harus ber1aku adi1 

terhadap bawahan, baik adil dalam pemberian reward maupun pemberian 

hukuman. Tidak membeda-bedakan pegawai satu dengan lainnya. Tidak 

memihak kepada salah satu pegawainya. Dengan keadilan yang baik, 

akan tercipta kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan 

dengan baik supaya kedisiplinan ASN meningkat. 
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5. Faktor Pengawasan Melekat 

Menurut Hasibuan pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan. Dengan 

waskat, atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan 

disiplin setiap individu bawahannya, sehingga konduite setiap bawahan 

dini1ai objektif. Waskat bukan hanya mengawasi moral kerja dan 

kedisiplinan ASN saja, tetapi juga harus berusaha mencari sistem kerja 

yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi, pegawai 

danmasyarakat. Dengan sistem yang baik akan tercipta internal kontrol 

yang dapat mengurang1 kesalahan-kesalahan dan mendukung 

kedisiplinan serta moral kerja karyawan. 

Di Kabupaten Nunukan masih banyak terlihat ASN yang 

berkeliaran disaat-saat jam kerja berlangsung. Adalah tugas dari masing­

masing atasan langsung untuk mengawasi bawahannya. Hal ini seperti 

yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Kabupaten Nunukan dari hasil wawancara "Waskat itu tugas dari 

masing-masing Kabid, Kasubid, atau tugas dari masing-masing atasan 

langsungnya dan segera diberikan sanksi berupa teguran atau peringatan 

apabila bawahannya melanggar peraturan-peraturan yang berlaku". 

Jadi, waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan 

dengan bawahan. Dengan kebersamaan aktif antara atasan dan bawahan, 

terwujudlah kerjasama yang baik dan harmonis yang mendukung 

terbinanya kedisiplinan ASN yang baik. 
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6. Faktor Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

ASN. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, ASN akan semakin 

takut melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sikap dan 

perilaku indisipliner ASN akan berkurang. Di Kabupaten Nunukan ASN 

yang terkena hukuman disiplin jenis ringan, sedang dan berat, diproses di 

masing-masing SKPD. Jika sudah masuk jenis hukuman berat dan 

sampai pemberhentian, baru diproses oleh BKDD Kabupaten Nunukan. 

Kelemahan sistem ini adalah adanya beberapa kepala SKPD yang 

tidak memproses ASN yang melanggar aturan, dengan pertimbangan rasa 

kemanusiaan, sehingga tidak ada laporan tertulis atau bukti tertulis 

mengenai ASN yang terkena sanksi hukuman. Seharusnya BKDD selaku 

instansi pembina kepegawaianlah yang memproses sanksi hukuman 

kepada ASN yang melanggar peraturan, tentunya dengan laporan dari 

masing-masing SKPD. 

Dengan demikian sanksi hukuman berperan penting dalam 

memelihara kedisiplinan ASN. Karena dengan adanya sanksi hukuman, 

ASN akan semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan. Berat atau ringannya sanksi hukman yang akan diterapkan 

ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan ASN. 

7. Faktor Ketegasan 

Ketegasan p1mpman dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan ASN. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap ASN yang indisipliner sesuai dengan 
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sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak 

tegas menerapkan hukuman bagi ASN yang indisiphner akan disegani 

dan diakui kepemimpinannya oleh bawahannya. Dengan demikian, 

pimpinan akan dapat memelihara kedisiplinan pegawainya. Sebaliknya 

apabila seorang pimpinan kurang tegas atau tidak menghukum ASN yang 

indisipliner, sulit baginya untuk memelihara kedisiplinan bawahannya, 

bahkan sikap indisipliner ASN semakin banyak karena mereka 

beranggapan bahwa peraturan dan sanksi hukurnannya tidak berlaku lagi. 

8. Faktor Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama ASN ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik. Hubungan-hubungan baik bersifat 

vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship, 

direct group relationship, dan cross relationship hendaknya harmonis. 

Pimpinan harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan 

yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal diantara semua 

pegawamya. 

Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan 

lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi 

kedisiplinan yang baik. Jadi, kedisiplinan ASN akan tercipta apabila 

hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 
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Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat disiplin kerja ASN di Kabupaten Nunukan sudah cukup baik. 

Hal ini dilihat dari kepatuhan ASN terhadap disiplin waktu dan disiplin 

penggunaan peralatan kantor, walaupun masih ada ASN yang kurang 

patuh terhadap disiplin penggunaan pakaian dinas beserta atributnya. 

2. Dalam suatu instansi seringkali hanya menuntut disiplin kerja yang tinggi 

pada para pegawainya, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Padahal faktor-faktor mendasar dalam menunjang kedisiplinan kerja 

harus diperhatikan juga demi meningkatnya kinerja ASN. 

3. Bahwa faktor-faktor penentu disiplin kerja ASN di Kabupaten Nunukan 

yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, keteladanan 

pimpinan, balas j asa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, 

ketegasan dan hubungan kemanusiaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diberikan 

beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat menyempumakan dan 

membantu proses pelaksanaan disiplin kerja ASN di Kabupaten Nunukan, 

sebagai berikut : 
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1. Perlu ditingkatkan disiplin penggunaan pakaian dinas beserta atribut­

atributnya kepada ASN di Kabupaten Nunukan, hal ini disebabkan ASN 

belum patuh terhadap fenomena disiplin pakaian dinas tersebut. Upaya 

yang dilakukan pertama adalah dengan memberikan sanksi hukuman dari 

atasan langsung berupa teguran baik lisan maupun tertulis. Kedua, harus 

dilakukan monitoring atau pelaksanaan penegakkan disiplin terhadap 

penggunaan pakaian dinas beserta atributnya oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai Koordinator Pelaksana Penegakkan Disiplin Kerja 

Pegawai. 

2. Monitoring atau pelaksanaan penegakkan disiplin kerja ASN yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih ditingkatkan 

dalam rangka pembinaan dan dapat menimbulkan efek jera bagi 

pelanggar disiplin tersebut. 

3. Perlu adanya pengawasan melekat dari atasan langsung untuk 

menghindari pegawai keluar kantor pada saat jam kerja berlangsung 

tanpa ada keterangan. 

4. Perlu ketegasan dari ptmpman dalam menindaklanjuti ASN yang 

melanggar disiplin, yang bersifat didikan dengan harapan dapat 

memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan disiplin itu penting dan 

agar dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. 
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pelaksanaan penelltian/survey/riset belum selesai dilaksanakan, maka 
Rekomendasi Penelitian ini dapat diperpanjang setelah Pemegang 
Rekomendasl lnl melapor kembali kepada Bupati Nunukan c.q. Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, disertai alasan/keterangan 
tertulis bahwa penelitianlsurveylriset belum selesai pada waktunya ; dan 

7. Rekomendasi Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila 
Pemegang Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan yang 
berlaku. 

Demikian rekomendasi ini dibuat 
sebagaimanamestinya. 

Tembusan: 

1. Yth. Bupati Nunukan 
c.q. Ka Bag. Pemerintahan Setkab Nunukan 

2. Yth. KAPOLRES Nunukan Kab. Nunukan 
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Nunukan 
4. Yth. Sekretaris Pokjar UPBJJ Universitas Terbuko di Samarinda 
5. Yth. SATPOL PP Kab. Nunukan 
6. Yth. Kepala DPKAD Kab. Nunukan 
7. Yth. Kepala BKDD Kab. Nunukan 
8. Yth. Kepala Bagian Organisasi Kab. Nunukan 
9. Yth. Kepala Bagaian Hukum Kab. Nunukan 
10. Yang bersangkutan 
11.-Arsip-

untuk dapat dipergunakan 
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Dengan hormat, 

Nunukan, April2016 

Kepada: 

Yth. Bapak I lbu I Saudara (i) 

PNSD Kabupaten Nunukan 

Di-

NUNUKAN 

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (T APM) 

guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di 

Universitas Terbuka, penulis bermaksud mengadakan penelitian dalam 

penyusunan TAPM mengenai "Analisis Faktor - Faktor Penentu Disiplin 

Kerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Nunukan". 

Berkenaan dengan maksud diatas, maka penulis sangat mengharapkan 

bantuan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk bersedia meluangkan waktu 

dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan yang telah tersusun dalam lembar 

pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi yang Bapakllbu/Saudara(i) rasakan 

sebagai pribadi atau sebagai PNSD Kabupaten Nunukan. 

Semua keterangan yang penulis dapat dari Bapak/lbu/Saudara(i) semata­

mata digunakan untuk kepentingan studi penelitian dan tidak untuk 

disalahgunakan. 

Akhimya, atas bantuan dan partisipasi dari Bapak/lbu/Saudara(i) sekalian, 

penulis ucapkan terima kasih. 

Peneliti, 

Endit Darmayanti 
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DAFT AR PERT ANYAAN 

I. ldentitas Responden I ASN 

A. Nama 
B. J enis Kelamin 
C. Pendidikan Terakhir 
D. Pangkat I Gol. 
E. Lama Keija 

II. Pertanyaan Tentang Tingkat Disiplin Kerja ASN 

A. n· · r Waktu lSlplm 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 
1. Anda datang keija selalu tepat waktu 
2. Anda selalu mengikuti apel pagi 
3. Anda selalu pulang keija tepat waktu 

B. n· · r P a1 tan K t ISl~Jm er a an or 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 

1. 
Anda berhati-hati dalam menggunakan 
peralatan kantor 

2. 
Anda pemah membawa pulang 
peralatan kantor 

3. 
Peralatan kantor di SKPD Anda banyak 
yang rusak 

c. n· · r Pak · n· d A ·b t 1s1plm a1an mas an tn u nya 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 

1. 
Anda selalu mengenakan pakaian dinas 
sesuai hari yang telah ditentukan 

2. 
Anda selalu mengenakan atribut 
pakaian dinas selama bekerja 
Pakaian dinas beserta atribut yang telah 

3. ditentukan membuat And a semangat 
dalam beke_Ija 
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III. Pertanyaan Tentang Faktor-faktor Penentu Disiplin Kerja ASN 

A.K emampuan p egawa1 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 

1. 
Anda mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu 
Anda berhati-hati dalam bekerja untuk 

2. meminimalisir kesalahan hasil 
pekerjaan Anda 

3. 
Anda mampu menyelesaikan semua 
pekerjaan yang menjadi tupoksi Anda 

B. K 1 d p· ete a anan 1mpman 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 
Pimpinan Anda memiliki rasa percaya 

1. 
I diri dalam memberikan contoh kepada 

bawahan dalam mematuhi 
peraturan/pelaksanaan disiplin 
Pimpinan Anda selalu memberikan 

2. arahan atas apa yang dilakukan 
bawahan untuk dapat melaksanakan 
pekerjaan tersebut dengan baik 
Pimpinan Anda mempunyat inisiatif 

3. dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya 

C. Balas Jasa 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 

1. 
TTP yang diberikan sudah sesuat 
dengan beban kelja Anda 

2. 
TTP yang diberikan sudah cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup Anda 

3. 
TTP yang diberikan membuat Anda 
semangat dan disiplin dalam beketja 
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D. Keadilan 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang_ 
Atasan Anda adil dalam memberikan 

1. teguran/ sanksi apabila ada bawahan 
yang melakukan pelanggaran/kesalahan 

2. 
Atasan Anda adil dalam memberikan 
pekerjaan kepada bawahan 

3. 
Atasan Anda selalu memperhatikan 
seluruh bawahannya 

E. p engawasan M 1 k ee at 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 
Waskat merupakan hal yang sangat 

1. penting dalam meningkatkan disiplin 
ASN 

2. W askat harus dilakukan secara rutin 
Atasan selalu memberikan 

3. teguran/sanksi ketika bawahan 
melakukan tindakan indisipliner 

F. Sanksi Hukuman 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 
Anda bersedia dikenakan sanksi sesuai 

1. dengan peraturan jika melanggar 
peraturan tersebut 

2. 
Anda pemah melanggar 
peraturanlpelaksanaan disiplin 

3. 
Sanksi hukuman berjalan sebagaimana 
mestinya di SKPD Anda 
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G. K etegasan 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang 
Atasan Anda bertindak tegas dalam 

1. 
mengambil keputusan pemberlakuan 
hukuman bagi bawahan yang melanggar 
peraturan 
Atasan Anda selalu konsisten dalam 

2. melaksanakan tug as dan tanggung 
jawabnya 
Atasan memberikan tindakan perbaikan 

3. kepada Anda apabila teijadi kesalahan 
dalam bekeija 

H. H b K u ungan emanustaan 
Pendapat 

No Pertanyaan 
Ya 

Kadang-
Tidak 

kadang_ 

1. 
Anda memiliki hubungan komunikasi 
yang baik dengan rekan keija 

2. 
Anda memiliki hubungan komunikasi 
yang baik dengan atasan 

3. 
Anda selama bekeija saling menghargai 
dengan rekan keij a 
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PEDOMAN WA WANCARA 

1. Bagaimana tingkat disiplin ASN di Kabupaten Nunukan dilihat dari disiplin 
waktu? 

2. Bagaimana tingkat disiplin ASN di Kabupaten Nunukan dilihat dari disiplin 
peralatan kantor ? 

3. Bagaimana tingkat disiplin ASN di Kabupaten Nunukan dilihat dari disiplin 
pekaian dinas dan atributnya ? 

4. Apakah kemampuan pegawai termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 

5. Apakah keteladanan pimpinan termasuk faktor penentu disiplin ASN? 

6. Apakah balas jasa termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 

7. Apakah keadilan termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 

8. Apakah pengawasan melekat termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 

9. Apakah sanksi hukuman termasuk faktor penentu disiplin ASN? 

10. Apakah ketegasan termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 

11. Apakah hubungan kemanusiaan termasuk faktor penentu disiplin ASN ? 
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FOTO W A W ANCARA DENGAN INFORMAN 

lnforman : Kepala BKDD Kab. Nunukan 

lnforman: Sekretaris Bakesbangpol Kab. Nunukan 
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Informan: Kepala Satpol PP Kab. Nunukan 

lnforman: Kasubbid. Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai 
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Informan : Sekretaris DPKAD Kab. Nunukan 

Informan: Kabag. Organisasi Setda Kab. Nunukan 
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·u I , 

. : '' ~ 

. -- -·~ .. , . · ...... ,, 
.... ._.aQJtr 

lnfonnan : Kasubbag. Dokumentasi Hukum Sctda Kab. Nunukan 
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